
HASIL & ANALISIS

PERMASALAHAN

Sumber daya kelautan perlu dikelola secara berkelanjutan untuk keseimbangan kepentingan
ekologi dan ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator dan pelaksana
berbagai kebijakan di sektor kelautan menjadi yang terdepan dalam mengawasi kegiatan
pengelolaan sumber daya kelautan oleh masyarakat. Dalam konteks pembangunan,
pemerataan hasil-hasil pengelolaan sumber daya perlu dikedepankan. Oleh karena itu,
peran perhubungan laut menjadi penting dalam meningkatkan keterhubungan atau
konektivitas antarpulau.

LATAR BELAKANG

PEMANFAATAN DAN PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA KELAUTAN

YANG BERKELANJUTAN

Bagaimana pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan yang telah berjalan
selama ini serta bagaimana perkembangan konektivitas antarpulau atau antarwilayah
melalui jalur perhubungan laut?

Kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan (perikanan) merupakan
kegiatan multisektor. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan koordinasi lintas
sektor antar-stakeholder yang terlibat langsung dalam bidang kelautan dan/atau perikanan.
Masyarakat nelayan di sekitar pesisir/pantai membutuhkan sarana infrastruktur yang
memadai di pelabuhan perikanan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah provinsi. Selain
itu, pengusahaan yang dilakukan oleh BUMN di bidang perikanan masih perlu dioptimalkan.
Dalam pelaksanaan tol laut untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan hasil-hasil
pembangunan masih perlu dimaksimalkan karena belum semua wilayah terhubungkan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu secara rutin dan reguler melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan.
Perluasan cakupan usaha melalui diversifikasi perlu dilakukan oleh BUMN di bidang
perikanan mengingat potensi sumber daya kelautan yang melimpah.
Perlu menambah jumlah armada kapal, menyediakan jenis kapal yang dapat mengangkut
hasil-hasil perikanan, dan menambah rute pelayaran dalam pelaksanaan tol laut.
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